WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Menimbang

Mengingat

KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan
Pangan dan Perikanan Kota Singkawang;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



Menetapkan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyclenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);

9. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketalmnan Pangan dan
Perikanan (Berita Dacrah Kota Singkawang Tahun 2016
Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA SINGKAWANG. "

BABI1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang,

2.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadl
kewenangan daerah otonom.

- Walikota adalah Walikota Singkawang. _
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Singkawang.

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang

selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian,
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang



sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan pertanian,
ketahanan pangan dan kelautan dan perikanan. |

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan

~ Pangan dan Perikanan Kota Singkawang,.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut
Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah
Potong Hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan
dan Perikanan Kota Singkawang.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT
adalah wunsur peclaksana kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas
Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota
Singkawang,.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sckelompok jabatan tinggi
di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

11.Jabatan Administrasi adalah sckelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 7

12. Jabatan fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertenta.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPT Rumah Potong
Hewan Kelas A. :

BAB Il
KEDUDUKAN
Pasal 3

(1) UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan telmis penunjang pada Dinas.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
scorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada kepala Dinas .

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas :
a. Kepala UPT;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.



{2) Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

| | BABV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPT
Pasal 5

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

mempunyai tugas melaksanaken kegiatan operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas bidang peternakan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

. Pasal 5, UPT mempunyai {ungsi : |

A. penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan UPT; _

b. pengoordmasxan pelaksanaan kegiatan UPT dengan unit
kerja terkait;

¢. penyediaan sarana dan prasarana pemotongan hewan;

d. pelaksanaan pemerjksaa.n keschatan . hewan sebelum

disembelih;

¢, pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan yang memenuhi
kaidah kesehatan masyarakat vcteriner, kesejahteraan
hewan dan syariah agama;

f. pelaksanaan pemeriksaan karkas, daging dan jeroan

_ setelah disembelih;

g pelayanan pengangkutan daging dan hewan;

h. pelayanan pemeriksaan ulang terhadap daging ya.ng telah
dipotong; '

i. pelaksanaan pemantausn pemotongan hewan di luar dari
rumah potong hewan untuk Kkepentingan hari besar
keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat; -

j- pelaksanaan administrasi UPT; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dmas
terkait dengan tugas dan fungsmya.

‘Pasal 7

Kepala UPT sebagmmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
hurufi a mempunyai tugas memimpin, membina,
mengoordmasika.n memfasilitasi, menyelenggarakan,
mengawasi dan mengendalikan kegiatan UPT Rumah Potong
Hewan berdasarkan ketentuan yang berlaku.



- Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 8

(1) Subbagian Tate Usaha sebagaunana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah l(epala
UPT.

{2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian
Tata Usaha yang bertanggung Jawab kepada Kepa]a UPT.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1) melaksanakan tugas dalam pelayanan administratif

UPT. '
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagannana dimaksud dalam
Pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha UPT;

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada ‘Subbagian
Tata Usaha UPT; _

c. penyelenggaraan .mgas dan pelayanan . administratif
meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian,
pengelolaan aset, penyusunan program, evaluasi dan
pelaporan, pengelolaan keuangan, rumah tangga,
kearsipan, tata persuratan, kchumasan, organisasi dan
tatalaksana dan urusan umum lainnya.

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala‘ UPT
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

Kelompok Jabatan F‘ungswnal sebagmmana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
‘sebagian tugas teknis tertentu pada UPT sesuai dengan bidang
keahlian dan keterampilannya.

Pasal 12

(1) Kelompok jabatan fungsional scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil
dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional
berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi
tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan fungsmnal sebagaimana yang dimaksuad
pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala UPT.



(3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan
kebutuhan melalui analisis jabatan.

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pagal 13

(1) Kepa.la UPT dalam melaksanakan tugas' menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang
dipimpinnya.

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas mencrapkan
sistem pengendalian internal.

{3) Kepala UPT hertanggungjawab memimpin,
mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan seria
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di
bawahnya.

{5) Kepala UPT dapat menunjuk koordinator sesuai dengan
kebutuhan guna kelancaran tugas melalui Surat
Keputusan Kepala Dinas. '

Bagian Kedua
Pelaporan
| Pasal 14

(1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
tugasnya secara petiodik maupun sewaktu-waktu dan
tepat waktu kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan akuntabilitas
kinerja instansi kepada Kepala Dinas tepat waktu yang
disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang
berlaku.

(3) Setiap unsur Pimpinan unit kerja di lingkungan UPT wajib
mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan
seeual Lketentuan dan wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewektu-
waktu dan tepat waktu kepada atasan masmg—-mamng
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Setiap Pimpinan unit kerje di lingkungan UPT wajib
memperhatikan dan mengolah laporan yang ditcrima dari
bawahan dan menppunakannya scbagai bahan evaluasi
dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan
kerja bagi bawahan.



(3) Staf Pelaksana pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan merupakan Jabatan
Pelaksana

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
_ Pasal 18

{1) Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerjasama
yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta
memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang
dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di
bidang organisasi.

(2) Evaluasi kinerja UPT dilakukan setiap tahun sekali di
bawah koordinasi Kepala Dinas yang secara teknis
operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung
jawab di bidang evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah. '

(3) Dalam rangka evaluasi beban ketja organisasi Kepala UPT
menyampailkan laporan hasil kegiatan masing-masing
berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlalku.

(4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan UPT, maka
unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi
berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap
pemegang jabatan melalui observasi (actwn!y samphng)
secara periodik. '

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh PNS
beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan UPT
sebagaimana dimeksud dalam Peraturan Walikota Nomor 7
‘Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kota Smgkawang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya
sampai dengan dlangkamya pejabat baru  berdasarkan
Peraturan Wahkota ini,

BAB X11
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlalu Peraturan
Walikota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian
dan Kehutanan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota
' Singkawang Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan
tldak berlaku

Pasal 21

Peraturan  Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar 'setiap_ orang dapat r’nenge_tahuinya,._ ‘memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 16 Maret 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 19 Maret 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd |
BUJANG SYUKRIE

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 11 TAHUN 2018 - :

. TENTANG o
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS
PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KOTA SINGKAWANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT RUMAH POTONG HEWAN

KEPALA UPT
SUBBAGIAN TATA
USAHA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd -

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004



